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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian 

rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika sangatlah penting, baik 

dari edukasi/sosialisai maupun rehabilitasi. Bagi penyalahguna narkotika 

yang datang sendiri (penjangkauan) di BNN Kabupaten Bima adalah 

Pertama: melakukan assesmen medis, yaitu untuk memperoleh riwayat 

penggunaan, gejala ketergantungan, dan sebagainya. Kedua: melakukan 

rencana terapi, yaitu untuk menentukan apakah klien tersebut diterapi 

rawat jalan atau rawat inab. Ketiga: rehabilitasi rawat jalan, yaitu proses 

rehabilitasi bagi pengguna yang tingkat kecanduannya rendah/sedang. 

Atau rawat inap, yaitu proses rehabilitasi bagi pengguna yang tingkat 

kecanduannya tinggi.  dan Keempat: pasca rehabilitasi, yaitu proses 

rehabilitasi yang bertujuan memelihara dan mencapai hidup sehat, 

mandiri, dan produktif. 

2. Faktor penghambat atau kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika 

adalah Pertama: faktor komunikasi, yaitu hilangnya kabar klien yang 

disebabkan hilang HP atau semacamnya dan Kedua: faktor tidak taat 

jadwal, yaitu kurangnya kesadaran klien bahwa pentingnya rehabilitasi. 
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B. Saran 

1. Diharapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima kedepannya bisa 

lebih intens lagi dalam melakukan sosialisasi di setiap daerah dan 

rehabilitasi. Juga kedepannya lebih efektif dalam pelayanan rehabilitasi 

rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap, karena pelayanan rehabilitasi 

rawat jalan dan pelayanan rehabilitasi rawat inap yang ada di Provinsi 

lebih khususnya di Kabupaten masih belum efektif, dalam artian masih 

kurang dari sisi fasilitas, dokter, perawat, konselor dan sebagainya. 

2. Diharapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima kedepannya bisa 

memperbaiki apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses 

pelaksanaan rehabilitasi rawat inap lebih khususnya rehabilitasi rawat 

jalan yang dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat lebih 

khusus klien atau residen yang sedang dalam proses rehabilitasi dari 

bahaya penggunaan narkotika. 
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